ROMIS FEMILIHAN UMUM

HKOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH!

ROMIS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menrimbang DA
L.
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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayvat (3) huruf a dan huruf ¢ serta Pasal 49 huruf ¢
dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4721), perfu Keputusan mengenai Tatacara
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di TPS Pemilthan Umum Walikola dan Wakil
Wailikota Cimahi;

Bahwa  Tatacara Pelaksanaan sebagaimana
dimaksuc pada huruf a di atas, periu ditetapkan
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

........

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemearintal n\ MNaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembparan qucﬂa Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemarintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548 );

Unn‘ang Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2007 t{entang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republix indonesia Nomor 4721):

Feraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8



Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan
FPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas
Feraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan  Pengangkatan  dan
Femperhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara !wn\lhlék Indonesia Nomor 4719).

4 Peraturan Komist Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2007 tentang Fedoman Tatacara Penyelenggaraan
Pemilinan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimabhi
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Wali koia
dan Wakil Walikota Cimahi;

(9]

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimabhi
Nomor 13 Tahun 2007 Penetapan Jumlah Pemilih
dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum
Walikota Dan Wakilwalikota Cimahi.

Memperhatikan - Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Cimahi tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIMAHL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan -



Femiiihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Walikota dan
Wakil Wallkota Cimahi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

—x

2. Komist Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

w

Panitia  Pemilihan Kecamatan vyang selanjutnya disebut PPK adalah
penyelenggara Femilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat
Kecamatan

4. Pamtia  Pemungutan  Suara vyang selanjutnya disebut PPS  adalah
penyelenggara Femilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat
Kelurahan.

o

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS
adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Woalikota dan Wakil Walikota di
Tempat Pemungutan Suara (TPS).

6. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan
" calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang membawa surat mandat dari
tirn kampanye, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu)
orang sebagai saksi pasangan calon dan 1 (satu) orang sebagai cadangan
saksi pasangan calon.

7. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD untuk
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

6. Femantau Pemiihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksana
Pemantavan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang telah
teraaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Cimahi.

9. Pemilin adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah
Pemilihan Kota Cimahi.

10. Pemungutan suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik

suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Cimah|.

Pi.Penghilungan suara di TPS adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh
KPPS

T2 Fenghitungan suara di PPK adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh PPK
serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS.

w

. Penghitungan Suara di KPU adalah pelaksanaan penghitungan suara oleh
KPU Kota Cimahi serta merekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK,

14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lempat
pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.



dan \’la- kil VWalikota Cimahi yang selamjutnya disebut

pasangan calon adalah p serta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik
atau gabungan Parlai Politik yang telah rmemenuhi persyaralan.

16 Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 71
Peraturan .-'_e "1'-": Nomor © Ta*ue 005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
F’r’ru;ar.um an F m.tv hentian Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah,
kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara

dan menggunakan kotak dan bilik suara pada pemilu terakhir:

T

17. Kartu pemilih du“ lah Kartu pemilih sebagimana dimaksud dalam Pasal 33 dan

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesanan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
- -

tempat p gmberian suara yang digunakan dalam
dan W

Pemilihan Umum Walikota dan Wakii Walikota Cimahi.
19 Harn dalam Weputusan ini adalah han kalender

Pasal 7

(1) Pemungutan suara FPamilihan Umum Walikota dan Wakii Walikota Cimahi
diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Waiikota
dan Wakil Walikota Cimahy berakhir,

(2) Pemungulan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
memberikan suara melalul surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama
pasangan calon

(2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu

tanda gambar pasangan calon pada surat suara.
{4) Femungitan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada harn libur
ataii har yang ditburkan.
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(5] Pelaksanaan pemungulan suara mular pukyl 07.00 dan berakhir pukut
WWII3,

Pasal 3

(1) Untuk dapat menggunakan hak memiiih, pemilih harus tercantum dalam Daftar
- Pemilih Tetap (DPT), yang telah ditetapkan oleh PPS.

{2} Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Lintuk kepertuan pem Tetap oleh PPS dan untuk dapat
alat  kelengkapan administras:
. Daftar Pemilih Tetap tidak dapat

rr-*'mnh yang meninggal duma, PPS
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memibubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Kolom Keterangan
meninggal dunia.

Pasal &

(1) Pprrulfn lerdaftar yang karena keadaan terpaksa tidak dapat menggunakan hak
iihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di

v

FF-"" lain (dalam wilayah Kota Cimahi) dengan menunjukan kartu pemilih dan

t

surat nemberiiahuan (Model C 6 — K'v”';'i‘(‘ dengan ketentuan
=9 a di TRPS }1Erb=anﬂkufa|1 masih tersedia. dan
b ";{'_; bersangkutan tidak tersedia, pemiiih vang
suara di TPS lerdekatl vang masih lersedia
(<) Keadaan lerpaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sesuatu keadaan

karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari
pada saal pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar
Kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi
tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak
dapat membserikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

. L

arakal  sebagaimana dimaksud ayal (2) antara lain,
3 numman saksi, Panitia Pengawsas, Pemantau,
- pelayanan jasa transportasi umum, pegawat karena
dan warlawan yang berasal dari TPS lain. dapat

i ikan suara di TPS lain dengan alasan tugas
3

: epanjang yang bersangkutan memililkn kartu pemilih,

surat uan (Formuir C 6 = KWK) dan enn-whan

keterangan/identitas kegiatannya

Fasal 6

(1} PPS menyusun saiinan Daftar Pemiiih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah
kerjanya berdasarkan Daftar Pemith Tetap.

(2) Pemilih yang namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat catatan
meninggal dunia, tidak dicantumkan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
untuk TPS

(3) Salinan Daftar Pemilth Tetap (DPT) untuk TPS harus sudah selesai disusun
selambatlamualnya 7 {wuh) hart sebelum hari dan tanggal pemungutan

Saiedl &1

Pasal ¥

(1) Di setiap TPS jumiah pemilih sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang
pemilin.

(2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang
mudah rJJ-'ngku termasuk oleh penyandang cacal, serta menjamin setiap
pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan

it -
rahasia

n



(1) KPPS menerima dan PPS perlengkapan untuk keperiuan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS terdiri atas -
a. kotak suara sebanyak 1 (satu) kotak diberi label Pemilihan Umum Walikota
an Wakil Walikota:
D. Dlhk suara sebanyak 4 (empat) bilik :
C  surat suara sebanyak jumlah pemitih yang tercantum dalam salinan Daftar

FPemilih Tetap (DPT) aitfamhah 2,5% (dua koma lima prosen) heserta
an adnms rasi fainnya beiupa
khiususftinta
aias {)“"!"‘f"“(‘“ surat suara.

rylihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
lir '. arita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
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ien C beserta lamp va).
5. gkapan e terdirt atas lem, karettali pengikat, label
jmt
6. Daltar pas. gga nyaw 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di
. dekat pintu mas T, S
7. Sabnan Daftar % emnhn Tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang
dibuat cleh PPS
8. Tanda pengenai KPPS, petugas keamanan dan saksi.
9. Surat pc-ntﬂr itahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumiah
semili am salinan Dafiar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
10. ! nis pengisian formulic pemungutan dan penghitungan suara
asuk naskah sum par‘f;anjs KPPS.
it nda terma sural mandat dari pasangan calon.
12 f anaxk Kundi
(<) Sural suara peserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
nuruf ¢, dimasukkan ke dalam kotak suara

(3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 6, angka 7,
angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak dimasukkan ke
dalam kolak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.

(4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS
bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS gebagaimana dimaksud ayat (1),
ayat (2), dan ava

( L)
P
~
(O8]

{5) Surat suara da t kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan
suara serta perlengkapan di TPS sudah harus diterima KPPS selambat-
iambainya 2 {dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(6) Untuk keamanan surat suara dan periengkapan di TPS sebagaimana
dimaksud ayat (8) disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau
tempat lain yang terjamin keheradaan dan keamanannya.
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Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 9
Ketua KPPS mengumumkan hari; tanggal, waktu dan tempat pemungutan
suarg di TPS kKepada pemilih di :Lmh kerjanya untuk memberikan suara :i-
TPS, salambat-lambatnya 2 :‘\:_in_a:_-\} hari sebeium hari dan tanggal pemungLits
suarg
Fangumuman har, langgni, wakiu dan tempat pemungutan suara & TPS
sebagammana dimaksud ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan
ch Kelurahan

Pasal 10
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K\Nr() Kepada pem:hh di wilayah kerjanva selambat-
hari sebelum han dan tangga! pemungutan suara.
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P Pemitin setelah mensnma pemberitahuan untuk membenikan suara di TPS
sehagaimans  dimakeud  ayal (1) menandatangani tanda  terime  surat
Y " b
f i A - . . i 5 s TR
LRSS LNRW menioaisEdn susaia dl 1ra.

‘:E'f;: pormilih idak berada d tompat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat
G aia eluarga atau anggota keluarga lainnya, seeta

Pasal 11

Pemii'h yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggat
pemungutar belum menernima Model C 6 — KWK, diberi kesempatan
Lntuk memin da Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari

ni|

dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan Kartu pemilin.

PPS berdasarkan Kartu permilih sebagaimana
1}, menehile nama pe' ets'—"bu[ ddldrn salinan Daftar Pemilih

Apabila nama pemiih lersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),
Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6 -

Fasal 12

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,
saksl pasangan calon harus sudah menyerahkan surat mandat dari tim
kampanye pasangan calon kepada ketua KPPS.

PS memberi fanda terima penyerahan mandat kepads saksi
cazlon sebagar tanda bukli untuk menghadiri rapat pemungutan dan



y oA
LI

rasal 13

PS dapal digdakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

(2) Lokasi TPS sebagaimana dalam ayat (1) dapat menggunakan ruang gedung
sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat,
termasuk halamannya, denga.n ketentuan teriebih dahulu harus mendapat ijin
dari pengurus/pemilik gedung atau tempat tersebut.

{3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan
sebagal tempat pemungutan suara.

-3
—
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FPenghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara
berakhir atau selambat-lambatnya dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung :

a. jumiah pemiiih berdasarkan sailinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk
TPS;

b, jumiah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) untuk TFS;

c. jumiah pem:l:h yc.ng tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salrran

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
d. jumial ilih dari TPS lain;
Q ara yang tidak fe :,'7 rkai; dan
! ara vang dikembalikan oleh pemilih karena atau Ketiru
Panghitingan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dan selesal di
TPS oleh KPPS

Penghitungan suara ‘Sehr;igﬁnmdnn dimaksud ayat (3) dapat dihadiri cleh saksi
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas,
Pemantau dan warga masyarakat,

Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibuatkan Berita Acara, ditandatangani oleh Ketua KPPS
dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.

P{;‘:f':ghihn{‘:‘m suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
pasangan calon VWalikota dan VWakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas,
Pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas
Hoses penghitungan suara :

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon
VWalikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir sebagaimana dimaksud ayat
(6} dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh
KPPS apabila lernyala terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,



(8) Daiam hal kKeberatan yang digjukan oleh saksi pasangan caion Walikota dan
i ~

Wakil Walikota Cimahi warga masyarakat sebagaimana ayat (7) dapat
diteruna. KPPS sekebka ilu juga melakukan pembetulan.

penghitungan suara di TPS,

(9) 3 KFPS membuat Berita Acara dan
s-;-ri; nghitungan suara yang ditandatangan Ketua KPPS dan © leh
sekurang-kurangnya 2 (n..a, orang an 3 jota KF’F’Q- serta dapat ditandatangani
oleh saks pasangan calon Walikota dan Wakil Waliketa Cimahi.

R L I

(10) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikal hasii penghitungan
suara se "aam dimaksud ayat (9) kepada saksi masing-masing
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir sebanyak 1
(satu) eksemplar dars menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasi
nenghitungan suara ditempat umum.

Ql

(11) Berita Acara beserta Kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus
vanu hqedi kan kemudian L_-Efn sukkan ke dalam kotak suara yang pada

(12) KPPS menyerankan berita acara serfifikal hasil penghitungan suara, suraf
SUST L Al ngkapan aaministrasi pemungutan dan penghitungan
suara setelah selesal penghitungan suara kepada PPS untuk segera
disampakan pada PPK  pada har yang sama.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 15

ra di TPS dilakukan apabila dari hasil peneiitian
r: t satu atau lebih penyimpangan berupa:

an secara tertutup,

ka“ di tempat yang kurang mendapa

~—t

gan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga
v --a;v;zml\ at tidak dapal menyaksikan proses penghitungan sural suara
d. engf
ynng tolah f‘.i{QH(uk(ar‘. c,i'?.-u‘. ;-H:-au_
e tenad ketidakkonsisienan dalam menentukan surat suara yang sah dan
ara yang tidak sah,

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
* pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS

(3) Penghitungan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (liga) hari setelah hari pemungutan suara.

(4) Apabila terjadi p@rhedaan data jumiah suara pada tingkat KPU Kota Cimahi
ditakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
sitara di PPK



Pasal 16

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPS
diserahkan dan disimpan di PPK atau Kantor Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN —-LAIN

Pasal 17
(1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat
memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU

Kota Cimahi.

(2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan
pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) di
koordinasikan kepada KPU Kota Cimabhi.

(3) Panduan tatacara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, berikut contoh

formulir ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini. Panduan teknis dibuat buku tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 13 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTX CIMAHI
S¢lkretarjs,

W-\ otb 218 085
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